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Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ......... tertanggal ..... 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Leonardo Siahaan, S.H. (Fresh Graduate), yang beralamat di Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pemohon.
Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945
Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 240 ayat (1) 

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
..…. 
g.  “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”
Pemohon beranggapan bahwa pasal a quo UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 28J ayat (1): 

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Bahwa Pemohon menganggap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menjadi suatu celah yang dimanfaatkan bagi para mantan narapidana korupsi yang menjalani pencabutan hak politiknya dalam berpartisipasi pemilihan umum.
Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
II. KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:  

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas pengujian ketentuan pasal a quo UU 7/2017.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat diartikan bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Meskipun Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional terhadap setiap orang, Pemohon bukan merupakan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, ataupun yang hendak mencalonkan diri sehingga pasal a quo tidak melekat pada hak konstitusional Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak adanya keterkaitan dengan pasal yang diujikan.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik (diatur dalam Pasal a quo) memberikan citra buruk atau labelling negative dari masyarakat sehingga secara moral tidak layak diberikan kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai badan legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Namun dalam hal ini tidak adanya hak konstitusional Pemohon yang dilanggar ataupun dirugikan oleh berlakunya pasal a quo. Pemohon seharusnya membuktikan keterkaitan antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Pemohon hanya menguraikan fakta-fakta terkait adanya mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan sebagai kedudukan Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap pasal a quo. Hak dan/atau kewajiban Pemohon sebagai fresh graduate juga tidak terhalangi sama sekali khususnya terkait dengan pemilihan umum. Dengan demikian, tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo UU 7/2017.
3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak adanya penilaian tolak ukur yang jelas terkait pasal a quo maka Pemohon khawatir tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas dan adanya pasal a quo menciptakan angka golput yang tinggi. Terkait hal tersebut, DPR berpandangan bahwa ......
Istilah ini muncul pertama kali menjelang Pemilu pertama di zaman Orde Baru tahun 1971. Pencetus istilah ini antara lain Arief Budiman, Julius Usman, dan Alm. Imam Malujo Sumali. Salah satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena Golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Irwan H. Dulay mengemukakan bahwa golongan putih adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam event pemilihan dengan berbagai macam alasan. Baik pada pemilihan legislatif, Pilpres, dan Pilkada. Menurut B.M. Wibowo, Golput adalah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu untuk menentukan pemimpinnya.

Pemohon tidak menguraikan kerugian yang dialami atas berlakunya pasal a quo, maka sudah jelas tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal a quo UU 7/2017. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection)”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Terhadap pengujian materiil pasal UU a quo yang diajukan oleh Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Pandangan Umum 
a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan  rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

b. Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembega perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan
a. Bahwa sebelum UU 7/2017 diundangkan, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas terkait dengan frasa “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam putusan No.42/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan dan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan amar putusan:

Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Selain itu, dalam putusan tersebut Mahkamah berpandangan:

[3.11.6] ......Dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
b. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 frasa “....kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pernah diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan No. 81/PUU-XVI/2018 dan 83/PUU-XVII/2018. Berdasarkan Putusan No. 81/PUU-XVI/2018 terdapat amar putusan yaitu menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya dalam putusan tersebut, dilihat dari Putusan Mahkamah No. 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah menyatakan terlepas dari adanya tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda dalam putusan tersebut (yaitu Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo), dan memperbandingkannya dengan norma yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bahwa materi muatan dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 merupakan pengejawantahan pendirian Mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk undang-undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh Mahkamah. Meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang-undang yang berbeda, oleh karena putusan No. 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. Sebab penilaian konstitusionalitas norma undang-undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap apakah norma undang-undang itu tertuang dalam undang-undang yang sama atau dalam undang-undang yang berbeda.
c. Permohonan yang diajukan terkait pasal a quo memang berbeda dengan putusan No. 81/PUU-XVI/2018 dan 83/PUU-XVII/2018 dan tidak dapat dikatakan ne bis in idem. Namun, dikarenakan pasal a quo yang diujikan sama maka berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat materi muatan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 frasa “....kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” menyesuaikan dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah. Permohonan dikatakan berbeda dikarenakan dalam permohonan ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon merupakan fakta-fakta adanya mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD, namun tidak adanya hak konstitusional yang dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya UU a quo. 
d. Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” sudah tidak memadai dan berakibat abuse of power dan tidak adanya penilaian tolak ukur yang jelas terkait pasal a quo sehingga Pemohon khawatir tidak ada calon legislatif yang tidak berintegrita
Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Integritas dalam Pemilu dapat dilihat dengan adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. 
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